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DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat ; Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinfai Telpon : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

w0AN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI Fogs
m S L lD NOMOR : 04777/21/04/DPM-PTSP/X1/2022 T ATYC

TENTANG ’ Ve
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ISLAM MARTINA
DESA TALLE KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukurp demi ke{ancaran dar}.tertlb;ly:
pelaksanaan pembelajaran perlu diterbitkan Izin Operasional Pendirian a
Penyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

b.  bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka yayasan Nurul
Azizah Amsul Pondok Pesantren Al Insani Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten
Sinjai dianggap layak untuk di terbitkan lzin Operasionalnya;

€. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Pendirian “SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA SWASTA ISLAM MARTINA” , Desa Talle, Kecamatan Sinjai $elatan; v :

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301 )

3.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
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